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ABSTRAK 

SUHAEMI, 2024. Penerapan sistem pengendalian internal atas pemungutan 
pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kab. Bantaeng. Karya Tulis 
Ilmiah (KTI). Program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Rustan dan Pembimbing II Bapak 
Andi Arman. 

 
Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui gambaran sistem pengendalian 
internal pada Kantor SAMSAT Kab.bantaeng, dan mengetahui implementasi 
sistem pengendalian internal terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor 
pada Kantor SAMSAT Kab.Bantaeng. Teknik analisis data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah teknik  kuantitatif dengan menggunakan metode  Reduksi 
data, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal yang diterapkan 
pada kantor samsat bantaeng selalu mengikuti SOP yang diterapkan. SOP sudah 
menjadi gambaran terhadap Kantor SAMSAT Kab. Bantaeng agar setiap prosedur 
yang dikerjakan lebih terarah.   
 
 
Kata Kunci : Pengendalian Internal, Pemungutan, Pajak Kendaraan Bermotor 
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ABSTRACT 

 

SUHAEMI, 2024. Implementation of an internal control system for motor 

vehicle tax collection at the district samsat office. Bantaeng. Scientific Writing 

(KTI). Program at the Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah 

University of Makassar. Supervised by Supervisor I Mr Rustan and Supervisor II 

Mr Andi Arman. 

 

The aim of this research is to determine the description of the internal control 

system at the Bantaeng Regency SAMSAT Office, and to determine the 

implementation of the internal control system for motor vehicle tax collection at the 

Bantaeng Regency SAMSAT Office. The data analysis technique used in this 

research is a quantitative technique using data reduction, data presentation and 

conclusion drawing methods. 

 

The results of this research show that the internal controls implemented at the 

Bantaeng Samsat office always follow the implemented SOPs. The SOP has 

become a description of the SAMSAT District Office. Bantaeng so that every 

procedure carried out is more focused. 

 
 
Keywords: Internal Control, Collection, Motor Vehicle Tax 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Undang-undang yang mengatur mengenai mengenai sistem 

pengendalian internal di Indonesia adalah undang-undang Nomor 15 tahun 

2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara. Dalam undang-undang terdapat ketentuan yang mengharuskan setiap 

Lembaga pemerintah untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang 

memadai guna memastikan pengelolaan keuangan negara yang baik dan 

akuntabel.  

 Penerapan sistem pengendalian internal pemungutan pajak kendaraan 

bermotor merupakan langkah penting dalam menjaga keakuratan, keamanan, 

dan keandalan proses pemungutan pajak. Dalam hal ini, refernsi yang berguna 

dapat ditemukan dalm praktik-praktif terbaik yang telah diimplementasikan 

oleh badan pajak atau Lembaga terkait di berbagi negara. Contoh penerapan 

yang efektif mencakup penggunaan sistem informasi terpadu untuk memantau 

atau merekam data kendaraan serta pemiliknya, penerapan control internal 

untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku, dan 

pelatihan serta pengembangan karyawan yang terlibat dalam proses 

pemungutan pajak agar dapat meningkatkan kesadaran mereka akan 

pentingnya kepatuhan dan integritas dalam pekerjaan mereka. Selain itu,audit 

internal secara berkala juga merupakan bagian penting dari sistem 

pengendalian internal untuk memastikan bahwa proses pemungutan pajak 

berjalan sesuai dengan ketentuan hukm regulasi yang berlaku serta untuk 



2 
 

 
 

mengindentifikasi dan mengatasi potensi risiko atau kelemahan dalam sistem 

tersebut. Dengan menerapkan Langkah-langkah ini, sebuah Lembaga dapat 

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan masyarakat dalam 

proses pengumpulan pajak kendaraan bermotor. 

 Menurut Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah 

merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Pajak Daerah, serta Keputusan Pajak Nomor 65 Tahun 2001 yang 

mengatur pajak daerah menurut klasifikasi pemerintah daerah, pajak daerah 

dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak daerah Tier 1 (negara bagian) dan 

pajak daerah Tier 2 (provinsi dan kota). 

Pajak kendaraan dipungut di wilayah tempat kendaraan didaftarkan. 

Sistem pengumpulan PKB ini dilaksanakan dengan menggunakan sistem 

administrasi SAMSAT tunggal yang terintegrasi. SAMSAT Kota Banten 

merupakan kantor gabungan yang terdiri dari tiga unsur utama yaitu Direktorat 

Lalu Lintas Polda, Badan Pendapatan Daerah Provinsi, dan PT. Pelayanan 

Rahuljah. 

Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat dari dua sumber. Yang 

pertama adalah PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dan yang kedua 

adalah pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh 

penerimaan pemerintah pusat yang bersumber dari penerimaan perpajakan 
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(UU no.20 Tahun 1997, Pasal 1 Ayat 1). Pengelompokan PNBP kemudian 

ditetapkan dengan PP NO. 2014, secara umum berlaku untuk semua sektor. 

 Pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah sesuai dengan 

kewenangannya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak 

pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk 

membiayai anggaran negara. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut 

oleh pemerintah daerah untuk membiayai anggaran daerah. Terkait dengan 

pajak daerah, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, 

dan peranannya sangat penting sebagai sumber pendapatan daerah dan 

sebagai penunjang pembangunan daerah. 

 Pajak daerah dibedakan menjadi pajak daerah dan pajak kota. Ada lima 

jenis pajak negara: pajak kendaraan bermotor, bea masuk kendaraan 

bermotor (BBNKB), PBBKB, pajak APU, dan pajak tembakau, serta 11 jenis 

pajak daerah. yakni, pajak parkir, pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, 

pajak penerangan, pajak jalan atas mineral bukan logam dan batu, pajak air 

tanah, pajak burung dompet, PBB pedesaan dan perkotaan serta BPHTB. 

Dalam penerapan sistem pengendalian internal atas pemungutan pajak 

kendaraan bermotor, beberapa masalah sering kali muncul. Salah satu 

masalah utama adalah ketidakmampuan untuk memperoleh data yang akurat 

dan lengkap tentang kendaraan yang dikenakan pajak. Hal ini dapat 

disebabkan oleh kurangnya sistem yang terintegrasi atau kesalahan dalam 

proses pencatatan data. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran 

tentang peraturan perpajakan yang berlaku dapat menyebabkan kesalahan 

dalam menetapkan klasifikasi pajak untuk kendaraan tertentu. Tantangan 

lainnya adalah kurangnya kontrol dan pemantauan yang efektif terhadap 
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proses pemungutan pajak, yang dapat mengakibatkan penundaan dalam 

proses pembayaran pajak yang seharusnya. Terkadang, terdapat juga risiko 

penyalahgunaan atau kecurangan dalam pemungutan pajak tidak terdeteksi 

karena lemahnya sistem pengendalian internal. Oleh karena itu penting bagi 

organisasi untuk meningkatkan sistem pengendalian internal mereka dengan 

memperbaiki pemantauan, pelaporan, dan pengawasan atas proses 

pemungutan pajak kendaraan bermotor guna mengatasi masalah-masalah 

tersebut. 

Agar proses pengumpulan PKB dapat berjalan dengan lancar, maka perlu 

dikoordinasikan dengan upaya yang lebih efektif baik dalam sistem pencatatan 

dan pengolahan data, sistem pengelolaan, dan kebijakan dari proses 

pengumpulan PKB itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem 

pengendalian internal untuk memastikan proses pengumpulan PKB  berjalan 

lancar dan efektif. 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti  sistem 

pengendalian internal  pemungutan pajak kendaraan bermotor dan memilih 

judulnya. “Penerapan Sistem Pengendalian atas Pemungutan Pajak 

Kendaraan Permotor Pada Kantor SAMSAT Kab. Bantaeng. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang akan di bahas 

dalam penelitian  ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal atas pemungutan 

pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Bantaeng sudah efektif 

(Berjalan dengan baik)?. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian rumusan masalah di atas, yaitu untuk mengetahui: 

1. Apakah pelaksanaan dari komponen sistem pengendalian internal atas 

pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Bantaeng. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

1. Bagi Peneliti  

Bagi Peneliti merupakan materi pembelajaran ilmiah yang sekaligus 

memberikan wawasan dan pengetahuan tentang sistem pengelolaan 

internal Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota 

Bantaeng. 

2. Untuk Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat sumber informasi dan referensi bagi 

penelitian sejenis, sehingga pengembangan ilmu perpajakan dan 

bermanfaat bagi pihak lain yang mebutuhkan. 

3. Untuk Pihak Instansi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan 

pelayanan yang lebih baik di tiap tahunnya, agar dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 
A. Landasan Teori  

1. Defenisi Sistem 

Menurut Mulyani (2016:2) “Sistem bisa diartikan sebagai 

sekumpulan sub sitem, komponen yang saling bekerja sama dengan tujuan 

yang sama untuk menghasilkan output yang sudah ditentukan 

sebelumnya”. 

Pengertian Sistem menurut Cambridge Dictonary cara untuk 

melakukan sesuatu ini didefenisikan seperti satu set benda perangkat 

terhubung yang beroperasi bersama. Pengertian sistem juga bisa berarti 

satu set peralatan computer dan program yang digunakan Bersama untuk 

tujuan tertentu atau sekumpulan organ atau struktur dalam tubuh yang 

memiliki tujan tertentu.  

Pengertian Sistem menurut Arifin Rahman adalah sekumpulan 

beberapa pendapat (Colletction of opinions), prinsip-prinsip, dan lain-lain 

yang telah  satu kesatuan yang saling berhubungan antar satu sama lain. 

2. Pengendalian dalam Aspek Perpajakan  

Pengendalian pajak merupakan memastikan wajib pajak telah 

dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi 

persyaratan formal maupun materil. Dalam pengendalian pajak yang 

penting adalah pengecekan pembayaran pajak.   

Menurut Prof Dr, ini merupakan sumbangan masyarakat yang 

disetorkan ke kas negara dan Menurut S.I DJajadiyah mengatakan dalam 
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buku resminya (2014) bahwa pajak adalah kewajiban menyetorkan 

sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu hambatan, 

peristiwa atau tindakan yang memberikan status tertentu, tetapi tidak 

dikenakan sebagai hukuman. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah 

yang dapat ditegakkan tetapi tidak memberikan kompensasi langsung atas 

pelayanan yang diberikan negara untuk memelihara kesejahteraan umum 

3. Fungsi Pajak  

Menurut Official (2014), ada dua fungsi pajak. Fungsi-fungsi 

tersebut adalah fungsi budgetair (sumber pendanaan pemerintah) dan 

fungsi regularend (regulator). 

a. Fungsi anggaran atau sumber pendanaan pemerintah Yang dimaksud 

dengan pajak adalah sumber penerimaan negara untuk membiayai 

pengeluaran sehari-hari dan pembangunan. Pemerintah berupaya 

memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Upaya 

tersebut akan dilakukan melalui perluasan dan penguatan pemungutan 

pajak dengan meningkatkan koordinasi berbagai jenis pemanfaatan 

seperti Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), real estate, 

bangunan, dan lain-lain.  

b. Fungsi regulasi atau pengaturan mengacu pada pajak sebagai alat 

pengaturan atau pelaksanaan kebijakan negara di bidang sosial 

ekonomi dan untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan. Contoh 

penggunaan pajak sebagai tindakan regulasi mencakup pajak atas 

barang mewah, tarif pajak progresif, dan pajak ekspor. 
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4. Pajak Kendaraan Bermotor 

Semua roda digerakkan oleh suatu alat teknis berupa mesin atau 

alat lain (termasuk alat berat) yang digunakan pada semua jenis jalan 

pedesaan dan mempunyai fungsi mengubah suatu sumber energi tertentu 

menjadi tenaga mesin untuk kendaraan bermotor yang bersangkutan. 

trailer dan peralatan besar yang beroperasi dengan menggunakan roda 

dan mesin serta tidak dipasang secara permanen, serta kendaraan 

bermotor yang beroperasi di atas air. Pajak kendaraan bermotor termasuk 

dalam jenis pajak daerah yang merupakan bagian dari pajak daerah. 

Selanjutnya dalam pengertian Pasal 1 ayat (12) dan (13) Undang-Undang 

Nomor 28 Republik Indonesia Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor 

adalah pajak atas kepemilikan dan/atau pengelolaan kendaraan bermotor. 

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan di kantor 

bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi 

pemerintahan, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah 

Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. 

Menurut Pasal 8 ayat 5 UU Nomor 28 Tahun 2009, sekurang-kurangnya 

10% dari pendapatan PKB, termasuk yang dibagi antar kabupaten/kota, 

dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan, 

peningkatan modal, dan infrastruktur angkutan umum. Dalam situasi ini, 

pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk mengalokasikan sebagian 

dari penerimaan pajak daerah untuk mendukung pembangunan sarana 

dan prasarana yang dapat langsung dinikmati oleh wajib pajak dan seluruh 

masyarakat. Hal itu dimaksudkan guna peningkatan kualitas pelayanan 
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secara bertahap dan terus menerus serta sekaligus menciptakan tata 

kelola dan pemerintahan yang baik. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 

1, besaran tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan 

sebagaimana di bawah ini: 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor 

pertama paling rendah sebesar 1 % dan paling tinggi 2 % 2) Untuk 

kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat 

ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi 

sebesar 10 %. 29 3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas 

nama dan atau alamat yang sama.  

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Bantaeng, seperti 

di daerah lain di Indonesia, ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) 

yang mengacu pada ketentu an nasional. Besaran tarif PKB umumnya 

dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dan bobot yang 

mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat 

penggunaan kendaraan tersebut. 

Berikut adalah rincian tarif PKB berdasarkan ketentuan nasional 

yang dapat diterapkan di Bantaeng: 

Kepemilikan Pertama: 

Tarif PKB paling rendah adalah 1% dan paling tinggi 2% dari NJKB. 

Kepemilikan Kedua dan Seterusnya: 

Tarif progresif diterapkan mulai dari 2% hingga maksimal 10%, tergantung 

jumlah kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak. 

Kendaraan untuk Angkutan Umum dan Sosial: 

Tarif maksimal 0,5%. 
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5. Subjek Dan Wajib Pajak  

Agen Kendaraan Bermotor dan Wajib Pajak menurut Samudra Dalam 

(Hadi et al.,2018) yaitu:  

a. Badan Kendaraan Listrik dan Wajib Pajak adalah orang perseorangan 

atau badan hukum yang memiliki atau menguasai kendaraan listrik. 

Bagi Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh 

pengurus atau perwakilan resmi instansi pemerintah. 

b. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor SM adalah Wajib Pajak Kendaraan 

Bermotor orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor. 

c. Kepemilikan kendaraan bermotor adalah kepemilikan penuh atas suatu 

kendaraan bermotor atas nama orang perseorangan atau badan 

hukum berdasarkan nama, alamat atau keterangan lain yang sah dan 

bersifat pribadi yang tercantum dalam KTP. Sebaliknya, kepemilikan 

berarti kepemilikan mobil lebih dari 12 bulan dianggap pengalihan, 

kecuali dilakukan berdasarkan perjanjian sewa, termasuk sewa guna 

usaha untuk kewajiban pembayaran. 

d. Pajak mobil ditanggung oleh pemilik atau agen atau ahli warisnya. 

Apabila wajib pajak berbentuk badan hukum, maka yang bertanggung 

jawab adalah pengurus atau agen. 

6. Cara Menghitung Pajak Kendaraan bermotor 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak 

Kendaraan Bermotor, besaran pokok pajak kendaraan bermotor 

didasarkan pada standar pemungutan sebagai berikut. Dasar pengenaan 

pajak nomor (9) (10). 
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Rumus perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor secara umum :  

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar pengenaan Pajak 
Tarif Pajak x ( NJKB x Bobot ) 

 

Keterangan :  

a. Tarif Pajak Kendaraan yaitu nilai jual sudah ditentukan oleh 

peraturan Daerah. 

b. Dasar pengenaan yaitu nilai jual Kendaraan Bermotor dan 

Bobot yang mencermikan secara relative tingkat kerusakan 

jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan 

Kendaraan Bermotor. 

7. Prosedur Pemungutan pajak Kendaraan Bermotor  

Mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah 

sebagai berikut:  

1. Loket pelayanan terdiri dari :  

a. Pendaftaran 

1) Identifikasi dan Redistribusi. 

2) Penerimaan dan penegasan kelengkapan dan keabsahan 

dokumen permohonan perpajakan. 

3) Penyerahan Formulir Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan 

kepada Wajib Pajak. 

4) Menginformasikan dan Menginstruksikan Wajib Pajak dalam 

Mengisi Formulir Pemberitahuan STNK. 

5) entukan nomor grup dan nomor registrasi. 

b. Penetapan pajak 

1) Penetapan besarnya PKB dan BBN-KB serta denda dalam 

surat ketetapan pajak. 
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2) Pencantuman nomor sampah dalam surat ketetapan pajak 

daerah. 

3) pencatatan dalam buku produksi pajak. 

4) Khususnya menyelesaikan apakah telah terjadi kesalahan 

penentuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Menerima Pembayaran  

1) Menerima pembayaran sesuai SKPD Wajib Pajak. 

2) Mentransfer berkas SKPD untuk proses pencetakan dan 

melampirkan pengesahan pada SKPD. 

3) Mengirimkan lembar SKPD asli yang telah diverifikasi kepada 

Wajib Pajak. 

4) Mendistribusikan tindakan SKPD ke perpajakan dan pelayanan 

Raharja. 

B. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep 

satu terhadap konsep yang lainnya dan masalah yang ingin diteliti. Kerangka 

konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara Panjang 

lebar tentang suatu topik yang akan dibahas tentang kantor Samsat Bantaeng 

mengenai sistem pengendalian internal atas pemungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor  
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C. Metode Penelitian 

Adapun metode dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor SAMSAT Bantaeng, Jln 

CXX8+2P5 Samsat Bantaeng Lamalaka, Kabupaten Bantaeng, dan waktu 

penelitian dilaksanakan satu-dua bulan setelah ujian proposal. 

2. Sumber Informan 

Informan yang akan bertindak sebagai subjek dalam penelitian ini yaitu 

pihak dari Kantor Samsat Bantaeng yang mengetahui secara teknis dan 

detail tentang permasalahan dalam penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Peneliti memiliki Teknik wawancara yang dilakukan melalui tatap muka 

dan tanya jawab langsung kepada pihak Kantor Samsat Bantaeng. 

b. Metode Observasi  

Obseravasi ialah proses mengumpulkan data di mana peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung ketempat penelitian dan 

kondisi objek. Dalam penelitian ini, hal yang yang diamati adalah 

proses pencatatan terhadap wajib pajak , proses pemungutan pajak, 

serta proses aktivitas pengendalian yang dilakukan di tempat penelitian 

c.  Dekumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara pengambilan 

data mengenai pemungutan pajak kendaraan bermotor yang 

berhubungan dengan penelitian yang akan di teliti.  
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4. Teknik Analisis Data  

Teknik yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan peneliti atau 

permasalahan yang ada ditempat penelitian. Analisis data dilakukan saat 

pengumpulan data dilapangan secara berkesinambungan. Jika jawaban 

dari hasil wawancara belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan 

pertanyaan sampai peneliti memperoleh data yang ingin diperoleh. 

Aktivitas dalam analisis data dengan menggunakan prosedur analisis data 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus miles dan hubermen sebagai 

berikut:  

a. Reduksi Data  

Teknik menganalisis data dengan cara merangkum, memilih, dan 

memusatkan perhatian pada hal-hal penting. Reduksi data dilakukan 

dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap 

data yang diperoleh.. 

b. Penyajian Data  

Kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk 

menarik kesimpulan dan mengambil tindakan lebih lanjut. Bentuk 

representasi datanya berupa teks, narasi, matriks, grafik, diagram, dan 

lain-lain, namun dalam penelitian ini bentuk representasi datanya lebih 

bersifat deskriptif. 

c. Menarik kesimpulan 

Seluruh data yang direduksi dijelaskan secara rinci agar memudahkan 

peneliti dan pihak lain untuk memahaminya. Data yang tercantum disini 

merupakan hasil pengumpulan data berupa observasi dan penelitian. 
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BAB III 

PROFIL PERUSAHAAN/INSTANSI 

A. Sejarah Kabupaten Bantaeng  

 

 Sistem Administrasi Terpadu Satu Pintu (SAMSAT) merupakan 

sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(POLRI), Badan Pendapatan Daerah Provinsi, dan PT. Layanan Raharia 

(Persia). Latar belakang berdirinya SAMSAT di seluruh Indonesia diawali 

dengan dikeluarkannya peraturan bersama oleh Menteri Pertahanan dan 

Keamanan, Panglima TNI, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri 

NO.POL KEP /13/XII/76 Nomor : KEP1693 /MK/IV/12/1976; Nomor 311 Tahun 

1976 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah tingkat I, 

komando kepolisian setempat, dan menyangkut peningkatan kerjasama antar 

pejabat Perbendaharaan. Dasar hukum pendirian SAMSAT di seluruh 

Indonesia adalah atas arahan bersama antara Menteri Pertahanan dan 

Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan. Nomor 

INS/03/M/X/1999, Nomor 29 TAHUN 1999, Nomor 6/IMK. 014 Tahun 1999 

adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 47, 

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; Hal ini terkait dengan penerapan 
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sistem pengelolaan terpadu satu atap dalam pemungutan pajak kendaraan 

bermotor. Biaya Ganti Nama Kendaraan dan Iuran Wajib Dana Kecelakaan 

Jalan. Tujuan didirikannya SAMSAT adalah untuk memberikan kemudahan 

pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan STNK, pembayaran pajak 

dan SWDKLLJ. Oleh karena itu didirikanlah Kantor Terpadu SAMSAT dengan 

nomor.  

1. Visi 

1) Memaksimalkan pertumbuhan pendapatan daerah melalui 

pengelolaan pendapatan daerah yang bersih, tertib, transparan, 

bertanggung jawab, dan inovatif. 

2. Misi 

1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13% per tahun 

dan meningkatkan total pendapatan daerah sekitar 10% per tahun. 

2) Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi satuan kerja untuk 

menjamin kualitas pelayanan perpajakan yang unggul. 

3) Mewujudkan organisasi pengelola pendapatan daerah yang 

kompeten, andal, jujur, bertanggung jawab, dan profesional dalam 

kemampuan teknis dan manajerialnya. 

4) Mengembangkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan 

daerah yang transparan dan akuntabel. 

5) Peningkatan koordinasi dan pengendalian.  
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3. Struktur Organisasi 

 

(Gambar 3.1 Struktur Organisasi) 

4. Deskripsi Pekerjaan  

1. Manajer Penjualan Wilayah UPT Bantaeng 

a. Menyusun rencana aksi UPT sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas. 

b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk penyelesaian tugas. 

c. Memantau, mengamati dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di 

lingkungan UPT untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan tugas. 

d. Menyiapkan, mengubah, menginisiasi rencana dan/atau 

menandatangani dokumen resmi  

e. Bidan Menghadiri pertemuan yang sesuai dengan posisinya. 

f. UPT Menyusun dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, 

umum, sarana dan personalia di lingkungan. 

g. Perencanaan pelayanan perjudian, pelaksanaan pajak daerah dan 

pemungutan pajak daerah. 
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h. Pelaksanaan penyiapan teknis untuk menunjang pelayanan 

perpajakan, pajak daerah, dan pemungutan pajak daerah. 

i. Pemungutan pajak daerah dan pelaksanaan kegiatan 

pemungutan. 

j. Menyediakan layanan penerimaan dan penagihan untuk 

operasional regional ribuan.  

k. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang bermutu menuju 

sistem manajemen terpadu SAMSAT sesuai pedoman yang telah 

ditetapkan. 

l. Melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non 

pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. 

m. Mengevaluasi kinerja pegawai negeri sipil sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

n. Membuat laporan hasil tugas manajer departemen dan 

menyampaikannya kepada atasan sebagai bahan perumusan 

kebijakan 

5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha  

a. Membuat rencana tindakan manajemen untuk memandu 

pelaksanaan tugas. 

b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk penyelesaian tugas. 

c. Mendukung, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di 

lingkungan subbagian manajemen untuk mengetahui kemajuan 

pelaksanaan tugas. 

d. Penulisan, revisi, paraf dan/atau penandatanganan naskah dinas. 

e. Ikut serta dalam pertemuan-pertemuan sesuai dengan tugas bidang. 
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f. Melaksanakan kegiatan di lingkungan UPT untuk melancarkan 

koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan. 

g. Menyiapkan materi program waktu Upt. 

h. Mengelola penyajian data dan informasi. 

i. Penyediaan jasa pengelolaan keuangan. 

j. Penyediaan jasa sumber daya manusia dan hokum. 

k. Penyediaan jasa pengelolaan keuangan. 

l. Pemberian pelayanan administrasi. 

m. Kinerja pelayanan organisasi dan manajemen. 

n. Kinerja urusan anggaran  

o. Melaksanakan kegiatan kehumasan. 

p. Melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga 

swadaya masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan 

fungsinya. 

q. Evaluasi kinerja pegawai negeri sipil  sesuai dengan ketentuan Pasal  

peraturan perundang-undangan. 

r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala  bagian tata usaha 

dan mengajukan usul kepada atasan untuk dijadikan bahan 

pertimbangan untuk perumusan kebijakan. 

s. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas atasan. 

6. Kepala seksi pendataan dan penerimaan 

a. Menyiapkan keputusan dan menyetujui rencana kegiatan bagian 

untuk memandu pelaksanaan tugas. 

b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas. 
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c. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pendataan dan 

pelaksanaan di daerah penerima untuk mengetahui kemajuan tugas 

pelaksanaan. 

d. Menyiapkan, merevisi, menginisiasi dan menandatangani naskah 

dinas. 

e. Menghadiri pertemuan sesuai tugas bidang. 

f. Menyiapkan bahan penetapan dan persetujuan serta perencanaan 

kebijakan teknis. 

g. Melaksanakan survey teknis dan penerimaan pajak daerah dan bea 

masuk daerah. 

h. Melaksanakan pedoman teknis penetapan pendapatan pajak daerah 

dan retribusi daerah. 

i. Melaksanakan perhitungan, penyidikan, pertimbangan dan 

penetapan pajak daerah dan bea masuk. 

j. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah. 

k. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Daerah dan Surat Pemberitahuan 

Daerah kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak Daerah. 

l. Manajemen operasional dan pemberian layanan melalui sistem 

elektronik juta Penyediaan layanan kelas satu, sistem manajemen 

terpusat. 

m. Menyelenggarakan penatausahaan, penerimaan, penyampaian, 

penyusunan dan penyusunan laporan pajak daerah.  

n. Memantau, mengelola, dan mengevaluasi pedoman teknis 

penetapan dan penerimaan pajak daerah dan kewajiban daerah. 
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o. Melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga 

swadaya masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan 

fungsinya. 

p. Evaluasi kinerja pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan Pasal. 

q. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bagian 

penerima dan menyampaikan usulan kepada atasan sebagai 

pengambil kebijakan untuk pertimbangan. 

r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan 

sesuai dengan lingkup pekerjaannya. 

7. Kepala Seksi Pendapatan dan Penagihan 

a. Menyiapkan rencana kegiatan pendapatan dan penagihan untuk 

memandu pelaksanaan tugas. 

b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk penyelesaian tugas. 

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 

kegiatan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan tugas. 

d. Menyiapkan, mengubah, menginisiasi, dan/atau menandatangani 

naskah dinas. 

e. Menghadiri pertemuan-pertemuan yang sesuai dengan bidang 

tanggung jawabnya. 

f. Menyiapkan bahan pendataan dan penagihan serta petunjuk teknis 

perencanaan. 

g. Petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan daerah. 

h. Mengenai pemungutan. 

i. Penatausahaan dan pemungutan pajak daerah dan pajak daerah. 

j. Menyiapkan pemberitahuan pajak daerah bagi wajib pajak. 
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k. Penyampaian faktur pajak daerah dan surat peringatan kepada Wajib 

Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu. 

l. Penyampaian informasi pajak daerah dan peraturan pemungutan 

pajak daerah. 

m. Penerimaan, penyetoran, pembukaan, penerimaan dan 

penyampaian laporan tunggakan pajak daerah. 

n. Penyusunan laporan pendapatan bulanan dan kinerja akuntansi. 

o. Melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non 

pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 

B. Gambaran Umum Kegiatan KKP 

Kegiatan yang di lakukan selama melaksanakan kegiatan kuliah kerja 

profesi (KKP). Sejak penulis memulai melakukan kuliah profesi (KKP) dikantor 

SAMSAT dari tanggal 17 Juli 2023 s.d 15 September 2023  terdapat berbagai 

macam kegiatan dalam yang di lakukan setiap harinya. Secara gari besar 

kegiatan yang di lakukan meliputi:  

1. Tahap perkenalan dengan ruang lingkup kerja di UPT SAMSAT Bantaeng  

2. Penulis melakukan pekerjaan yang sifatnya membantu kegiatan di 

pelayanan dan tugas  

3. Pelaporan kegiatan hasil kkp, pelaporan di lakukan melalui pembuatan 

laporan kuliah kerja profesi  
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C. Keterkaitan Kegiatan KKP dengan Teori/Konsep Disiplin Keilmuan 

Terdapat keterkaitan kegiatan kuliah kerja profesi (KKP) dengan 

teori/konsep disiplin keilmuan pelaksanaan kegiatan kuliah kerja profesi (KKP) 

adalah sebagai berikut. 

a. Melatih keterampilan yang sesuai dengan pengetahuan sebelumnya di 

peroleh selama mengikuti perkuliaha di program study manajamen atau 

perpajakan di universitas Muhammadiyah makasar 

b. Mendapatkan pengetahuan, secara bersikap dan keterampilan yang di 

perlukan untuk menjadi seorang pekerja professional dibidang pekerjaan 

tertentu 

c. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan cara berkomunikasi 

mahasiswa dengan orang orang yang ada di dunia kerja. 

D. Hasil Penelitian 

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kantor Samsat Bantaeng 

Menurut ibu Husnul Khothimah, S.E selaku staff TU mengatakan 

bahwa SOP adalah Standar Prosedur Operasional dimana dalam 

menjalankan sebuah pelayanan kita harus mengikuti SOP yang telah 

disusun dan telah disepakati bersama. SOP berisikan prosedur yang 

harus dilakukan oleh pihak kantor samsat dalam bekerja dan SOP dibuat 

secara terpisah sesuai dengan bagiannya, seperti bagian pendaftaran, 

cek fisik, dan sebagainya. 

Aktivitas pengendalian internal yang dilakukan di Kantor SAMSAT 

Kabupaten Bantaeng dilakukan sesuai dengan Standar Operasional 

Prosedur serta dari pihak kantor memberikan pelatihan teknis khusus 

kepada pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 
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Informasi dan Komunikasi terhadap pelayanan di Kantor SAMSAT 

Kabupaten Bantaeng dalam melakukan penyaluran informasi melalui 

sosial media, website dan penyampaian langsung ke wajib pajak serta 

menyediakan aplikasi E-SAMSAT untuk mempermudah wajib pajak.  

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Husnul Khotimah, S.E 

mengatakan bahwa Implementasi SOP pada Kantor SAMSAT Bantaeng 

dimulai dari : 
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(Gambar 3.2 Implementasi SOP terhadap SAMSAT Kab.Bantaeng) 
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Dari gambar 3.2 menunjukkan implementasi SOP pada kantor 

SAMSAT Kab. Bantaeng. Dapat diketahui bahwa ketika wajib pajak dating 

akan melewati prosedur sesuai dengan kebutuhannya dikantor samsat. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi SOP pada kantor 

samsat Kab.Bantaeng dimulai dari penomoran kendaraan bermotor, 

Pendaftaran dan registrasi, Penetapan, Entry data ranmor, Pembayaran, 

Cetak STNK, Pengesahan dan Penyerahan STNK. Pada pelaksanaanya 

sistem SOP ini sudah diterapkan sebagaimana mestinya, namun masih 

ada beberapa hal yang tidak sesuai yang diharapkan. Contohnya pada 

bagian penomoran kendaraan bermotor, banyak dari wajib pajak yang 

tidak tertib dalam pengambilan nomor antrian sehingga petugas harus 

turun tangan. Kendala lain yang sering terjadi juga seperti gangguan 

jaringan sehingga beberapa pelayanan yang berkaitan dengan internet 

terhambat.  

Komitmen terhadap kompetensi yang di lakukan Kantor SAMSAT 

Kab. Bantaeng mengikuti maklumat pelayanan yang di setujui bersama 

tiga intansi yang terdiri dari UPT Pendapatan daerah, Kepolisian, serta 

Jasaraharja. Dispenda atau Dinas Pendapatan Daerah dengan tanggung 

jawab utama pada lingkup pelunasan PKB atau pajak kendaraan bermotor 

tahunan atau 5 tahunan dan rincian lainnya. Jasa Raharja sebagai pengelola 

atas pembayaran SWDKLLJ atau Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu 

Lintas yang kamu bayarkan bersamaan dengan PKB. Ditlantas Polda atau 

Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah yang bertanggung jawab pada 

operasi unit Regident Ranmor atau Unit Registrasi dan Identifikasi 

Kendaraan Bermotor. 
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“Implementasi SOP pada pelayanan pajak itu dimulai dari proses 
pendaftaran nomor kendaraan, bagian registrasi kemudian penetapan, 
cetak stnk, dan pembayaran.” 

 
 

2. Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 

Kantor Samsat Bantaeng 

Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) 

menggunakan official Assesment System, dimana sistem 

pemungutannya memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk 

menentukan besarnya pajak terhutang dengan mengeluarkan surat 

ketetapan pajak Daerah (SKPD). Untuk prosedur pemungutan pajak 

kendaraan bermotor (PKB). Kendaraan pribadi di SAMSAT Bantaeng 

secara garis besar telah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan 

yang berlaku, hanya saja untuk proses penyitaan terhadap wajib pajak 

yang terlambat di bayar tidak bisa dilakukan karena masyarakat tidak 

akan siap, juga karna faktor kemanusiaan, ditambah lagi kemungkinan 

besar akan memandang buruk pemerintah jika penyitaan ini berlangsung. 

SAMSAT Kab. Bantaeng Selatan membagi tiga macam loket 

pelayanan untuk pengurusan pajak kendaraan bermotor yaitu loket A, 

Loket B dan loket mutasi. Masing-masing loket digunakan dengan 

ketentuan-ketentuan tersendiri. Loket A digunakan untuk pelayanan 

pengesahan ulang, loket B digunakan untuk  pelayanan balik 

namakendaraan bermotor termasuk pelayanan terhadap kendaraan yang 

mengalami perubahan baik rubah bentuk, rubah warna maupun ganti 

mesin. Sedangkan loket mutasi digunakan khusus untuk pelayanan 

mutasi kendaraan bermotor. Dalam menyelenggarakan pelayanan 

pelayanan SAMSAT Bantaeng menyediakan sebelas loket pelayanan 
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sesuai dengan fungsinya masing-masing. Berikut adalah daftar loket-

loket pelayanan beserta fungsinya yang ada di SAMSAT Bantaeng: 

a. Loket Formulir 

b. Loket 2A : Pendaftaran Pengesahan Ulang (PU) 

c. Loket 3A : Penetapan Pengesahan Ulang (PU) 

d. Loket 4A : Kasir Pengesahan Ulang (PU), BPD, cetak Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 

e. Loket5A : Penyerahan dan pengambilan STNK 

f. Loket2B1 : Pendaftaran Mutasi Masuk 

g. Loket 2B2 : Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru 

h. Loket 3B : Penetapan Balik Nama 

i. Loket 4B : Kasir Balik Nama 

j. Loket 5B : Penyerahan TNKB 

k. Loket Mutasi Keluar. 

Sesuai dengan fungsi loket pelayanan tersebut, berikut adalah alur-

alur/ mekanisme pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT 

Bantaeng: 

a. Mekanisme Pengurusan Pajak Pengesahan Ulang Tahunan 

Persyaratan pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan adalah 

- STNK asli dan fotocopy 2 

- BPKB asli dan fotocopy 2 

- KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotocopy. 

Prosedur pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan untuk 

STNK  dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 

1) Langkah pertama, pemohon (wajib pajak) dengan berkas 
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persyaratan lengkap memulai dari loket pendaftaran 2A untuk 

mendaftar pelayanan. Setelah pemohon mendaftar dan 

memasukkan berkas, petugas pelayanan akan mengembalikan 

satu fotocopy STNK dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor 

(BPKB) serta diberi blangko untuk pendataan fasilitas short 

message service (SMS) jatuh tempo kendaraan bermotor. 

Blangko tidak wajib diisi karena banyak masyarakat yang 

enggan untuk memberikan nomor teleponnya. 

2) Langkah kedua setelah dari loket 2A, pemohon menunggu 

panggilan dari loket penetapan 3A untuk menyerahkan fotocopy 

STNK dan blangko pendataan. Setelah copian STNK 

diserahkan, pemohon masih harus menunggu di loket 3A untuk 

menerima lembar penetapan pajak yang berisi besaran biaya 

pajak pokok dan sumbangan wajib Jasa Raharja. 

3) Langkah ketiga setelah pemohon menerima lembar penetapan 

adalah melakukan pembayaran pajak dan sumbangan wajib 

Jasa Raharja di loket kasir 4A1 atau loket 4A2 langsung tanpa 

manunggu panggilan. Langkah terakhir adalah mengambil STNK 

yang telah disahkan dengan adanya bukti cap pada lembar 

STNK di loket pengambilan 5A. 

b. Mekanisme Pengurusan Pajak Pengesahan Ulang Lima Tahunan 

Persyaratan pengurusan pajak pengesahan ulang lima tahunan 

adalah 

(1) STNK asli dan fotocopy 2 

(2) BPKB asli dan fotocopy 2 
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(3) KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotocopy 

(4) Cek fisik kendaraan bermotor. 

Prosedur pengurusan pajak untuk pengesahan ulang lima 

tahunan tidak jauh berbeda dari pengurusan pajak pengesahan ulang 

tahunan yang membedakan adanya cek fisik kendaraan bermotor 

yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor 

mesin kendaraan bermotor. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka 

langkah selanjutnya pemohon membeli formulir di loket formulir 

seharga Rp 80.000,- untuk kendaraan roda dua dan Rp 125.000,- 

untuk kendaraan roda empat . Langkah selanjutnya adalah pemohon 

menuju loket pendaftaran dan menyerahkan berkas ke loket 

pendaftaran 2A. Setelah dari loket pendaftaran 2A, pemohon 

menunggu panggilan dari loket penetapan 3A untuk menerima 

lembar penetapan pajak yang berisi besaran biaya pajak pokok dan 

sumbangan wajib Jasa Raharja. 

Langkah ketiga setelah pemohon menerima lembar penetapan 

adalah melakukan pembayaran pajak dan sumbangan wajib Jasa 

Raharja di loket kasir 4A1 atau loket 4A2 langsung tanpa manunggu 

panggilan. Langkah terakhir yaitu mengambil STNK dan plat nomor 

(tanda nomor kendaraan bermotor) di loket pengambilan 5B. 

c. Mekanisme Pengurusan Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor 

dalam Kabupaten/Kota 

Persyaratan Pengurusan Pajak Balik Nama Kendaraan 

Bermotor dalam Kabupaten/Kota adalah 

(1) Mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan 
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Bermotor (SPPKB) 

(2) Kartu identitas pemilik yang masih berlaku dan fotocopy 2 

(3) BPKB asli dan fotocopy 2 

(4) STNK asli dan fotocopy 2 

(5) Kuitansi pembelian asli 

(6) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir 

(7) Cek fisik kendaraan bermotor. 

Prosedur pengurusan pajak untuk balik nama kendaraan 

bermotor dalam kabupaten/kota diawali dengan pemohon melakukan 

cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek 

nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket 

pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah 

selanjutnya pemohon membeli formulir di loket formulir. 

Setelah itu pemohon menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 

2B2. Selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari loket 3B untuk 

menerima lembar penetapan. Setelah pemohon menerima lembar 

penetapan maka selanjutnya pemohon membayar pajak atas balik 

nama kendaraan bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di 

loket kasir 4B. Langkah terakhir yaitu mengambil STNK yang sudah 

dicetak dan disahkan di loket pengambilan STNK 5B. 

d. Mekanisme Pengurusan Penggantian STNK Hilang/Rusak Yang 

Habis Pajak Tahunannya 

Persyaratan pengurusan penggantian STNK hilang/rusak 

yang habis pajak tahunannya adalah 

(1) Tanda bukti laporan kehilangan dari kepolisian yang dilegalisir 
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(2) Tanda bukti dari iklan pengumuman kehilangan di media cetak 

dan elektronik dan fotocopy 2 

(3) BPKB asli dan fotocopy 2 

(4) KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotocopy 2 

(5) Cek fisik nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor 

(6) Surat pernyataan dan fotocopy 2. 

Prosedur pengurusan pajak untuk balik nama kendaraan 

bermotor dalam kabupaten/kota diawali dengan pemohon melakukan 

cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek 

nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket 

pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah 

selanjutnya pemohon membeli formulir. Setelah itu pemohon 

menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2B1. 

Selanjutnya pemohon menunggu pangilan dari loket 3B untuk 

menerima lembar penetapan. Setelah pemohon menerima lembar 

penetapan maka selanjutnya pemohon membayar pajak kendaraan 

bermotor dan jasa raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir adalah 

mengambil STNK yang udah jadi di loket pengambilan 5B. 

e. Mekanisme Pengurusan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru 

Persyaratan untuk pendaftaran kendaraan bermotor baru adalah 

(1) Mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor 

(SPPKB) 

(2) Kartu identitas pemilik yang masih berlaku dan fotocopy 2 

(perorangan)  

(3) Akta pendirian, keterangan domisili, surat kuasa dan cap badan 
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hukum (badan hukum/instansi) 

(4) Faktur lengkap 

(5) Sertifikat VIN/NIK dan sertifikat uji tipe 

(6) Kendaraan yang sudah rubah bentuk membawa keterangan 

dari perusahaan karoseri yang mendapat ijin 

(7) Cek fisik no. rangka dan no. mesin kendaraan bermotor. 

Prosedur pengurusan pendaftaran kendaraan bermotor baru 

diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor 

yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor 

mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek 

fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli 

formulir di loket formulir tanda nomor kendaraan bermotor. 

Setelah itu pemohon menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 

2B. Selanjutnya pemohon menunggu pangilan dari loket 3B untuk 

menerima lembar penetapan. Setelah pemohon menerima lembar 

penetapan maka selanjutnya pemohon membayar pajak kendaraan 

bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4B. 

Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang udah jadi di loket 

pengambilan 5B. 

f. Mutasi Kendaraan Keluar Kota Bantaeng 

Persyaratan mutasi kendaraan keluar Kota Medan Selatan adalah 

(1) Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan 

Bermotor (SKKPD) 

(2) KTP kartu identitas yang masih berlaku dan fotocopy 2 

(3) BPKB asli dan fotocopy 2 
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(4) STNK asli dan fotocopy 2 

(5) Kuitansi pembelian asli 

(6) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir 

(7) Cek fisik kendaraan bermotor, 

(8) Fiskal antar daerah. 

Prosedur Pengurusan mutasi kendaraan bermotor keluar 

provinsi diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan 

bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan 

nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. 

Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya 

pemohon mendaftar BPKB diloket mutasi. Selanjutnya pemohon 

akan menerima lembar penetapan pajak satu bulan (bila sudah 

hampir jatuh tempo), penetapan sumbangan wajib Jasa Raharja dan 

pajak fiskal. Setelah itu pemohon membayar pajak kendaraan 

bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4B. 

Langkah terakhir pemohon kembali ke loket mutasi mengambil buku 

BPKB. 

g. Mutasi Kendaraan dari Luar/ Masuk Kota Bantaeng 

Persyaratan mutasi kendaraan bermotor masuk dalam Kota 

Medan Selatan adalah 

(1) Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan 

Bermotor (SKKPD) 

(2) KTP kartu identitas yang masih berlaku dan fotocopy 2 

(3) BPKB asli dan fotocopy 2 

(4) STNK asli dan fotocopy 2 
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(5) Kuitansi pembelian asli 

(6) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir 

(7) Cek fisik kendaraan bermotor 

(8) Fiskal antar daerah. 

Prosedur pengurusan mutasi kendaraan bermotor dari luar 

provinsi atau mutasi kendaraan bermotor masuk provinsi diawali 

dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang perlu 

dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin 

kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik 

selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli 

formulir di loket formulir. Setelah itu pemohon menyerahkan berkas 

ke loket pendaftaran 2B1. Selanjutnya pemohon menunggu 

panggilan dari loket 3B untuk menerima lembar penetapan pajak 

fiskal dan sumbangan wajib Jasa Raharja. 

Setelah pemohon menerima lembar penetapan maka 

selanjutnya pemohon membayar pajak kendaraan bermotor dan 

sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir 

adalah mengambil STNK yang sudah jadi di loket pengambilan 5B. 

“Upaya yang dilakukan itu dengan melaksanakan kegiatan 
samsat layanan unggulan, baik itu hari libur maupun cuti bersama, 
kemudian pelaksanaan kegiatan samsat sipakainge, OTT, Kegiatan 
penertiban dan kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan 
pendapatan PKB.” 
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3. Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat 

Bantaeng 

Yang menjadi subjek pajak kendaraan bermotor pada kantor 

SAMSAT Bantaeng adalah orang pribadi atau badan yang memiliki 

dan/atau menguasai kendaraan bermotor dimana kendaraan bermotor 

tersebut terdaftar pada Kantor SAMSAT Bantaeng. Adapun pada tahun 

2023 jumlah unit kendaraan yang terdaftar dan terbayar berdasarkan 

subjeknya baik pribadi maupun badan adalah dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Table 3.1 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor pada 

Kantor Samsat Bantaeng 

No. Subjek PKB Warna Plat 
Kendaraan 

Jumlah Unit 
Kendaraan 

Jumlah Rupiah 
Kendaraan 

1. Orang Pribadi Hitam 33.143 16.808.819.500 

2. Umum (Pribadi, CV, 

Perusahaan Daerah) 

Kuning 144 115.562.500 

3. Instansi Pemerintah Merah 1.444 378.906.500 

 Jumlah  34.731 17.303.288.500 

Sumber : Kantor Samsat Bantaeng 

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, 

Kantor SAMSAT Bantaeng memungut objek kendaraan yang beroprasi 

didarat yang terdaftar pada Kantor SAMSAT Bantaeng, adapun jenis 

kendaraan bermotor tersebut antara lain : 
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Table 3.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor pada 

Kantor Samsat Bantaeng 

No. Jenis Kendaraan Jumlah Unit 

1. Sedan 62 

2. Jeep 150 

3. Minibus 3.480 

4. Bus 0 

5. Microbus 36 

6. Pick Up 1.766 

7. Double Cabin 11 

8. Light Truck 306 

9. Truck 38 

10. Dump Truck 95 

11. Truck Tangki 8 

12. Box 28 

13. Ambulance 28 

14. Pemadam 0 

15. Mobil Jenazah 1 

16. Alat Berat 0 

17. Sepeda Motor Roda 2 28.603 

18. Sepeda Motor Roda 3 119 

 Jumlah 34.731 

Sumber : Kantor Samsat Bantaeng 
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4. Hasil Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2022-2023 

pada Kantor Samsat Bantaeng  

Tabel 3.3 Hasil Pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor Tahun2022-2023 

No. Bulan Pembayaran 
2022 

Pembayaran 
2023 

1. Januari 1.128.252.370 1.658.955.260 

2. Februari 1.023.167.100 1.306.640.220 

3. Maret 1.357.468.270 1.574.800.000 

4. April 1.094.800.930 1.097.579.500 

5. Mei 1.227.653.520 1.563.361.500 

6. Juni 1.404.302.120 1.387.513.500 

7. Juli 1.350.096.920 1.729.168.500 

8. Agustus 1.435.838.570 1.665.176.000 

9. September 1.458.189.250 1.597.294.500 

10. Oktober 1.421.418.830 1.660.329.500 

11. November 1.451.438.310 1.770.541.000 

12. Desember 1.949.613.160 2.726.032.500 

 Total 16.302.283.350 17.011.359.480 

Sumber : Kantor Samsat Bantaeng 

Berdasarkan sumber data dari table 3.8 dapat diketahui bahwa 

hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT 

Bantaeng dari bulan Januari 2022 sampai bulan Desember 2023 sebesar 

Rp. 16.302.283.350. Dan hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor di 

kantor SAMSAT Bantaeng dari bulan Januari 2023 sampai bulan 

Desember 2023 sebesar Rp. 17.011.359.480. Dari total pendapatan 
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dapat dikatakan bahwa penerimaan di tahun 2023 sedikit lebih meningat 

dari tahun sebelumnya.  

“Upaya yang dilakukan itu dengan melaksanakan kegiatan samsat 
layanan unggulan, baik itu hari libur maupun cuti bersama, kemudian 
pelaksanaan kegiatan samsat sipakainge, OTT, Kegiatan penertiban dan 
kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan pendapatan PKB.” 

 
 

E. Pembahasan  

Tingkat efektifitas penerapan sistem pengendalian internal pemungutan 

pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kab. Bantaeng sudah efektif 

dalam meningkatkan pendapatan daerah, hal ini dibuktikan dengan hasil 

wawancara dan perolehan pembayaran pajak kendaraan bermotor dari tahun 

2022 ke tahun 2023 sudah meningkat meskipun pada bulan-bulan tertentu 

kadang terjadi penurunan yang disebabkan oleh besaran pajak yang bias 

berubah. Penerapan SOP di kantor SAMSAT Kab.Bantaeng sudah berjalan 

selama beberapa tahun dan para pegawai sudah paham dengan TUPOKSI 

masing-masing karena sebelum melakukan pekerjaan pegawai telah 

diberikan rincian mengenai tanggung jawab yang akan dikerjakan 

kedepannya.  

Dalam kantor samsat terdapat tiga instansi yang menjadi pengendali 

internal, yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Jasa Raharja, 

dan DISPENDA. Ketiga instansi tersebut bekerja sama dalam kantor sesuai 

dengan jobdesk masimg-masing karena terikat dalam satu sistem 

pengendalian internal. Sedangkan yang menjadi pengawas dari pengendalian 

internal adalah Administrasi pelaksana (Adpel). 

Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) umumnya 

menggunakan Official Assesment System, dimana sistem pemungutannya 
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memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya 

pajak terhutang dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak Daerah (SKPD). 

Untuk prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB). Kendaraan 

pribadi di SAMSAT Bantaeng secara garis besar telah sesuai dengan 

Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, hanya saja untuk proses 

penyitaan terhadap Wajib Pajak yang terlambat di bayar tidak bisa dilakukan 

karena masyarakat tidak akan siap, juga karna faktor kemanusiaan, ditambah 

lagi kemungkinan besar akan memandang buruk pemerintah jika penyitaan ini 

berlangsung. 

Untuk pelaksanaan jam kerja pegawai SAMSAT Bantaeng mengikuti 

peraturan instansi tersebut dengan datang tepat waktu dan memakai pakaian 

yang rapi dan sopan. Jam kerja merupakan waktu yang ditentukan untuk 

melakukan pekerjaan. Adapun sistem pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor pada Kantor Samsat Bantaeng yaitu: 

l. Loket 1 

Pada loket pertama wajib pajak menyerahkan beberapa syarat berkas 

seperti Foto copy KTP, STNK dan notis pajak tahun sebelum nya pada 

loket 1 setelah menyerahkan berkas ini maka Petugas Samsat akan 

melakukan pendaftaran dalam melakukan pendaftaran ada beberapa 

langkah sebagai berikut : a) Langkah pertama dalam pendaftaran 

pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu dengan membuka link 

googel yang sudah di atur oleh kantor pusat wilaya Sulawesi Selatan. b) 

Masukan kode pada link tersebut dengan kata sandi yang sudah di atur 

oleh Samsat Bantaeng; c) Masukan Nopol kendaraan yang ingin 

melakukan pendaftaran pembayaran pajak kendaraan bermotor; d) 
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Kemudian muncul data-data kendaraan bermotor yang sebelumnya 

pernah terdaftar, kemudian tekan simpan, jika kendaraan tersebut mati 

STNK nya maka pada data tersebut harus di ubah pada RU/perpanjang 

STNK selama 5 tahun kedepan kemudian tekan simpan. 

m. Loket 2 

Pada loket dua ini ada dua hal yang di lakukan oleh pegawai yaitu 

penetapan dan penyesahan Notis Pajak dan STNK. Setelah loket satu 

melakukan pendaftaran kemudian memberikan NOTIS Pajak ataupun 

STNK kepada pegawai yang berada di loket dua untuk melakukan 

penetapan dan mengeluarkan Resi Pembayaran, setelah itu diberikan 

kepada pihak Kasir/Bank.  

n. Kasir/Bank 

Kemudian pihak Bank akan memberi tau jumlah pajak yang harus 

dibayar oleh masyarakat atau wajib pajak kendaran bermotor setelah itu 

masyarakat membayar kepada Bank.  

o. Loket 3 

Setelah melakukan pembayaran maka pada loket tiga akan melakukan 

pencetakan NOTIS baru atau pun pihak kepolisian menerbitkan STNK 

baru, setelah di cetak maka akan dilakukan penyesahan STNK atau pun 

Notis Pajak baru di mana pada Notis Pajak Atau STNK tertera 3 instansi 

yang memberikan Stempel yaitu Kepolisian, UPTD dan Jasa rahaja.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Aktivitas pengendalian internal yang dilakukan di Kantor SAMSAT 

Kabupaten Bantaeng dilakukan sesuai dengan Standar Operasional 

Prosedur. Implementasi SOP pada Kantor SAMSAT Kab.Bantaeng dimulai 

dari dari penomoran kendaraan bermotor, Pendaftaran dan registrasi, 

Penetapan, Entry data ranmor, Pembayaran, Cetak STNK, Pengesahan dan 

Penyerahan STNK. Dalam memaksimalkan SOP yang diterapkan, Kantor 

SAMSAT Kab. Bantaeng dinaungi oleh Dispenda, Kepolisian, dan Jasa 

Raharja yang memiliki tugas masing-masing dari setiap instansi. Implementasi 

yang diterapkan pada Kantor SAMSAT Kab.Bantaeng sudah baik dan berhasil 

dilakukan oleh pelaksana yaitu pegawai yang memegang tupoksi dari masing-

masing bidang.  

B. Saran 

Lebih mengembangkan pelayanan yang ada agar kendala yang di alami 

khususnya pada wajib pajak bisa di atasi. Diharapkan pegawai samsat 

wilayah melakukan sosialisasi lebih rutin mengenai mekanisme 

pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Bantaeng. 
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LAMPIRAN 1 

SURAT IZIN MENELITI 
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LAMPIRAN 2 

HASIL WAWANCARA 

 

No Daftar Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Menurut pendapat 
Ibu seperti apa sih 
SOP itu? 

SOP adalah Standar Prosedur Operasional 
dimana dalam menjalankan sebuah 
pelayanan kita harus mengikuti SOP yang 
telah disusun dan telah disepakati bersama. 

2. Apakah semua 
pegawai tahu isi dari 
SOP masing-
masing pekerjaan? 

Iya pastinya, karena sebelum kita 
melaksanakan pekerjaan kita sudah diberikan 
uraian dan rincian tugas apa-apa yang akan 
dikerja kedepannya.   

3. Seperti apa 
implementasi SOP 
itu sendiri pada 
kantor samsat 
bantaeng ini? 

Implementasi SOP pada pelayanan pajak itu 
dimulai dari proses pendaftaran nomor 
kendaraan, bagian registrasi kemudian 
penetapan, cetak stnk, dan pembayaran. 
 

4. Apakah penerapan 
SOP pada kantor 
samsat ini sudah 
efektive atau belum? 

Sudah efektive, karena sudah berjalan 
beberapa tahun dan sesuai dengan SOP 
yang telah ditentukan. 

5. Apa kendala yang 
dialami saat 
menjalankan SOP 
itu sendiri? 

Kalau kendala lebih ke wajib pajak yang tidak 
mau ambil nomor antrian. 

6. Terkait Pemngutan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor apakah 
pelaksanaanya 
pada kantor ini 
sudah maksimal? 

Iya, sudah maksimal.  

7. Apa upaya yang 
dilakukan untuk 
meningkatkan 
penerimaan PKB? 

Upaya yang dilakukan itu dengan 
melaksanakan kegiatan samsat layanan 
unggulan, baik itu hari libur maupun cuti 
bersama, kemudian pelaksanaan kegiatan 
samsat sipakainge, OTT, Kegiatan 
penertiban dan kegiatan lainnya yang dapat 
menunjang peningkatan pendapatan PKB.  

8. Menurut Ibu 
seberapa besar 
pengaruh SOP 
terhadap kepatuhan 
pembayaran PKB 
melalui kinerja 
pegawai? 

Sangat besar, tidak sampai 100% tapi jika 
diperkirakan 90% penerapan SOP itu telah 
dilakukan di samsat bantaeng. 

 



49 
 

 
 

LAMPIRAN 3 

DOKUMENTASI 

 

 

(Wawancara bersama Ibu Husnul Khatimah, S.E) 

 

 

 

 

 



50 
 

 
 

LAMPIRAN 4 

HASIL TURNITIN 

 

  



51 
 

 
 

 

  



52 
 

 
 

  



53 
 

 
 

 

  



54 
 

 
 

 

  



55 
 

 
 

BIOGRAFI PENULIS 

Suhaemi adalah penulis Karya Tulis Ilmiah ini. 

Lahir pada tanggal 10 April 2001 di Kota Bantaeng, 

Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan 

anak pertama dari pasangan Yusuf dan Muriati. 

Penulis memulai masa pendidikan dari jenjang 

sekolah dasar di SD Negeri No 19 Landang 

Kab.Bantaeng tahun 2009-2015. Kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah 

menengah pertama di SMPS Al-Furqan Ereng-Ereng pada tahun 2015-

2018. Kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah kejuruan di 

SMK Al-Furqan Ereng-Ereng pada tahun 2018-2020. Pada tahun 2021 

penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah 

Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi DIII Perpajakan.  

 Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan 

berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan Karya Tulis 

Ilmiah ini. Semoga dengan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini mampu 

memberikan kontribusi positifbagi dunia penididikan. Akhir kata penulis 

mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah S.W.T dan 

rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu demi 

terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “Penerapan Sistem Pengendalian 

Internal Atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat 

Kab. Bantaeng”. 

 


